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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Stelsel hukum pidana Indonesia sebagaimana ditentukan di dalam
Pasal 10 KUHP telah mengalami perkembangan seiring dengan
modernisasi bentuk pemidanaan yang mengarah kepada hal-hal yang
bersifat humanistis. Hal ini ditandai dengan perdebatan yang panjang
dalam rentang sejarah tentang hukuman mati, terutama teijadinya pro dan
kontra mengenai masalah tersebut. Negara-negara di dunia yang semula
menghapuskan pidana mati, kemudian menghidupkannya kembali karena
didorong oleh bentuk kejahatan yang luar biasa di bidang kemanusiaan.
Dengan demikian maka pergulatan pemikiran tentang pidana mati menjadi
sesuatu yang terus menerus dikaji, guna mendapatkan pandangan filosofis,
sosiologis untuk mendekatkan pemidanaan yang lebih manusiawi. Tim
RUU KUHP Indonesia telah mengelaborasi tentang pidana mati
dikeluarkan sebagai pidana pokok, diatur tersendiri dan penggunaannya
dilakukan secara limitatif.

Dilihat dari ide dasar dan tujuan perlindungan masyarakat, maka
Konsep RUU tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana
mati dan penjara seumur hidup. Namun, dalam kebijakan formulasinya
juga mempertimbangkan perlindungan/kepentingan individu. Di samping
pokok pemikiran di atas, dipertahankannya pidana mati juga didasarkan

pada ide "menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas



dendam/emosiunal/sewenang-wenang/tidak terkendali atau barsifat
"extralegal execution". Artinya, disediakannya pidana mati dalam
undang-undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan
masyarakat. Tidak tersedianya pidana mati dalam undang-undang bukan
merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam kenyataan di
masyarakat Oleh karena itu, untuk menghindari emosi balas dendam
pribadi/masyarakat yang tidak rasiornal, dipandang lebih bijaksana apabila
pidana mati tetap tersedia dalam undang-undang. Dengan adanya pidana
mati dalam undang-undang, diharapkan penerapannya oleh hakim akan
lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional/terkendali. Jadi,
dimaksudkan juga untuk memberi perlindungan individu/warga masyarakat
dari pembalasan yang sewenang-wenang dan emosional dari korban atau
masyarakat apabila pidana mati tidak diatur dalam undang-undang.
Walaupun pidana mati tetap dipertahankan dalam Konsep RUU,
namun statusnya tidak dimasukkan dalam kelompok pidana pokok, tetapi
sebagai pidana khusus (eksepsional), di dalam pelaksanaannya juga
memperhatikan kepentingan/perlindungan individu (ide keseimbangan

monodualistik).

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan dalam
penulisan Paper ini adalah :
1. Bagaimanakah keberadaan pidana mati dalam perspektif Pancasila

sebagai idelogi hidup bangsa Indonesia ?
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2. Bagamanakah pengaruran pidana mati dalam Hukum Positif yang

berlaku di Indonesia ?



BAB I

PEMBAHASAN

A. PIDANA MATIDALAM PERSPEKTIF PANCASILA

Masalah pidana mati, telah menjadi perhatian para ahli hukum
pidana, krimonologi, dan victimologi, terutama berhubungan dengan
falsafah pemidanaan, bahwa pemidanaan bukan hanya bertujuan agar
terpidana menjadi jera, tetapi juga harus memperhatikan korban, sehingga
berkembanglah pendekatan teori restrtoaktif justice. ' Arief Bernard

Sidharta, mengemukakan pandangannya tentang pidana mati yaitu;*"

1. Pandangan hidup Pancasila berpangkal pada kenyataan bahwa alam
semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya yang merupakan
suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan
Yang Maha Esa. Tidak suatu pun yang ada di dalam alam semesta
yang berdiri sendiri terlepas dari perakitannya dengan isi alam semesta
yang lainya;

2. Juga manusia diciptakan oleh Tuhan dan tujuan akhir kehidupannya
adalah untuk kembali kepada sumber asalnya, yakni Tuhan. Tiap
manusia individual dilengkapi dengan akal budi dan nurani yang

memungkinkan manusia membedakan yang baik dari yang buruk, yang

adil dari yang tidak adil, yang manusiawi dari yang tidak manusiawi,

'3 Arief. Bernard Sidharta. Analisis Filosofikal Terhadap Hukuman Mati di Indonesia.
Makalah disampaikan dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi
Manusia, (Bandung, 7 Desember 2005).

' Bambang Poernomo. Hukum Pidana, Kumpulan Karangan limiah. (Jakarta Bina
Aksara, 1982), him. 17



yang perlu dari yang tidak perlu, yang harus dan yang tidak harus
dilakukan, yang boleh dan yang dilarang, dan dengan itu manusia
individual memiliki kebebasan dan kemampuan untuk menentukan
sendiri pilihan tindakan yang (akan) dilakukannya serta kehidupan yang
ingin dijalaninnya. Karena itu, tiap manusia individual bertanggung
jawab untuk perbuatan yang telah atau akan dilakukannya. Adanya akal

budi dan nurani itu menjadi landasan dari bermartabatan manusia;

. Telah dikemukakan bahwa eksistensi manusia dikodratkan dalam

kebersamaan dengan sesamanya. Dengan demikian penyelenggaraan
kehidupan manusia atau proses Inerealisasikan diri dari setiap manusia
berlangsung di dalam kebersamaannya itu, yakni di dalam masyarakat.
Untuk dapat Inerealisasikan dirinya secara wajar, manusia
memerlukan adanya ketertiban dan keteraturan  (berehenbaarheid,
prediktabilitas, hal yang dapat diperhitungkan terlebih dahulu) di
dalam kebersamaannya itu;

. Terbawa oleh kodrat kebersamaan dengan sesamanya itu maka hukum
harus bersifat kekeluargaan;

. Penyelenggaraan ketertiban itu adalah penghormatan atas martabat
manusia, maka rujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah
pengayoman terhadap manusia dalam arti pasif maupun aktif. Dalam
arti pasif meliputi upaya mencegah tindakan sewenang-wenang dan
pelanggaran hak. Dalam arti aktif meliputi upaya menumbuhkan

kondisi sosial yang manusiawi dan mendorong manusia merealisasikan



diri sepenuh mungkin. Tujuan hukum itu meliputi juga pemeliharaan dan
pengembangan budi pekerti kemanusiaan dan cita-cita moral yang
luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

. Sanksi Pidana adalah salah satu bentuk dari sanksi hukum, yakni akibat
tertentu yang dapat (seharusnya) dikenakan kepada seseorang
karena perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan
dalam kaidah Hukum Pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat
tertentu itu pada dasarnya adalah perbuatan yang langsung menindas
martabat manusia dan atau membahayakan eksistensi masarakat
manusia. Karena itu, sanksi pidana (biasa disebut hukuman) adalah
merupakan pengenaan penderitaan atau hal yang dirasakan sebaga hal
yang tidak enak (merugikan) bagi yang dikenai. Pengenaan penderitaan
kepada seseorang oleh negara menuntut pertanggungjawaban;

. Agar dapat dipertanggungjawabkan, maka pertama-tama sanksi pidana
itu harus merupakan pernyataan secara konkrit tentang penilaian
masyarakat terhadap perbuatannya yang dilakukan oleh terpidana:
bahwa perbuatan itu buruk, menindas martabat sesamanya dan
membahayakan eksistensi masyarakat manusia yang sehat. Kedua,
sanksi pidana harus merupakan peringatan agar orang menjauhi
perbuatan yang dapat membawa akibat pengenaan pidana itu
(perbuatan yang dinilai burukjdst). Ketiga, pengenaan pidana itu harus
diarahkan untuk mendorong terpidana agar mengaktualisasikan

nilai-nilai kemanusiaannya sehingga akan mampu mengendalikan



kecenderungan-kecenderungan yang negativ. Hukuman mati sebagai
sanksi pidana tidak memenuhi aspek pertama dan aspek ketiga yang
harus ada pada sanksi pidana seperti yang dikemukakan diatas. Jadi,
hukuman mati hanya mempunyai aspek untuk mendeter (menangkal)
orang lain agar jangan melakukan perbuatan yang menyebabkan
pidana dikenakan hukuman mati. Jadi, pada hakikatnya, hukuman mati
menetapkan manusia hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan
tertentu yang bukan manusia yang dikenainya. Ini berarti bahwa
hukuman mati segera langsung bertentangan dengan titik tolak dan
tujuan dari hukum itu sendiri, yakni penghormatan atas martabat
manusia dalam kebersamaannya. Dengan demikian, dapatlah
disimpulkan hakwa pada hakikatnya hukuman mati tidak mempunyai
tempat dalam gagasan hukum berdasarkan Pandangan Hidup
Pancasila (Kekeluargaan).

Bambang Poernomo, }”

mengemukakan pandangannya tentang
pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam negara Pancasila, yang
diujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi
masyarakat demi terciptanya keadilan dan kebenaran dalam hukum
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hasil penelitian
praktek pelaksanaan pidana penjara yang diderita dalam waktu yang lama,

oleh sekelompok narapidana di Nusakambangan dan landasan filosofis

Pancasila yang tidak menutup pintu terhadap eksistensi ancaman pidana

' Bambang Poernomo. Hukum Pidana, Kumpulan Karangan limiah. (Jakarta. Bina
Aksara. 1982), him. 17.



mati, diperoleh kesimpulan, daripada mempergunakan cara proses

likuidasi kehidupan seseorang di dalam ruang sekapan akan lebih baik

dengan ancaman yang keras melalui pidana mati, terutama terhadap
kejahatan berat, makar, kejahatan korupsi dan kejahatan penyeludupan.

Untuk itu pidana mati masih diperlukan dengan berbagai alasan;

a. Baik dalam pelaksanaan pidana mati maupun pidana penjara, apabila
terjadi kekeliman putusan hakim, menurut kenyataan temyata tidaklah
mudah untuk memperbaikinya;

b. Berdasarkan landasan Pancasila yang dikaitkan dengan perkembangan
iimu pengetahuan hukum harus ditarik garis pemikiran kemanfaatannya
demi kepentingan umum bagi masyarakat lebih didahulukan baru
kemudian bagi kepentingan individu. Manakala ada pertentangan atas
dua pola kepentingan, maka memakai sandaran cara berpikirbahwa
bekerjanya tertib hukum yang efficient lebih baik mulai bertitik tolak
kepada kepentingan masyarakat yang menjadi dasar di atas
kepentingan-kepentingan lain, dalam arti tidak terdapat ketertiban
hukum, maka kepentingan yang lain tidak dapat dilaksanakan. Dan di
samping itu dasar pembenaran untuk pencegakan ketidakadilan yang
ditimbulkan oleh kejahatan adalah alasan sub sociale merupakan suatu
kepentingan umum bagi masyarakat yang mempunyai sifat lebih tinggi;

c. Dalam hal berbicara tentang budaya dan peradaban bangsa Indonesia
tidaklah mungkin berslogan melambung tinggi melampaui kenyataan

dari peradaban bangsa-bangsa lain, terutama terhadap negara



tetangga yang dalam kenyataan peradabannya tidak menjadi rcndah
karena masih mengancam dan menjatuhkan pidana mati;

d. llmu pengetahuan tentang tujuan hukum pidana dan pemidanaan tidak
dapat melepaskan sama sekali sikap alternatif pidana dari unsur-unsur
yang berupa pembalasan, tujuan umum, tujuan khusus, pendidikan,
menakutkan dan membinasakan bagi kejahatan-kejahatan tertentu, di
mana masing-masing tujuan itu dipergunakan secara selektif dan
effektif menurut keperluan sesuai dengan peristiwanya.

Konklusi pendapat Bambang Poernomo, adalah dimasa akan
datang pidana mati masih diperlukan, dan tidak dikaitkan dengan tujuan
utama dari pemidanaan, dan pidana mati hanya dapat dijatuhkan sebagai
upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Untuk itulah dalam
menjatuhkan pemidanaan terhadap pidana mati yang bersifat khusus,
Hakim harus mempertimbangkan secara seksama segala hal yang
menyangkut pribadi terpidana, keluarga dan lingkungannya, mengenai
manfaat dan keburukan yang akan timbul dengan dijatuhkannya pidana
mati tersebut, hendaknya dalam masa penantian sebelum dilaksakannya
pidana mati, yaitu saat nyawanya akan direnggut, terpidana mati harus
tetap dihormati hak hak asasinya, dengan cara memperoleh pembinaan
seperti layaknya narapidana lainnya.

Salah satu fungsi hukum, adalah membimbing perilaku manusia.
Sebagai pedoman ia juga bertugas untuk mengendalikan tingkah laku atau

sikap tindak, dan untuk itu ia didukung dengan sanksi negative yang berupa



hukuman agar dapat dipatuhi. oleh karena itu, hukum juga merupakan
salah satu sarana pengendalian sosial. Dalam hal ini, maka hukum adalah
suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari
ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan
diri sendiri serta harta bendanya. Jadi, barang siapa yang melanggar
hukum, dia akan memperoleh hukuman (pidana). Hukum yang mengatur
tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan dimana aturan
pidana itu menjelma disebut hukum pidana. Oleh karena itu, hukum pidana
disebut sebagai Hukum Sanksi Istimewa.'”® Penjatuhan pidana sebagai
penderitaan kepada pelanggar hanya merupakan obat terakhit (Ultimum
Remedium) yang hanya dijalankan jika usaha-usaha lain seperti
pencegakan sudah tidak berjalan. Salah satu bentuk pidana yang paling
berat adalah pidana mati. I.E. Sahetapy, mengemukakan pandangannya
tentang pidana mati dihubungkan dengan Pancasila, dengan penelusuran
dari aspek historis, kriminologis dan mengutip berbagai pandangan para
ahli pada zamannya, menegaskan, bahwa pengaruran pidana mati dalam
menyongsong kodifikasi nasional haras digali sumber hukum khusus
Indonesia sebagai syarat mutlak "condition sine qua non"."”’

Bahwa Indonesia termasuk Negara yang masih menganut pidana
mati dalam hukum positithya. Terkait dengan penerapan pidana mati
bertitik tolak pidana mati sebagai sanksi pidana dengan melihat bahwa

yang dituju adalah suatu proyeksi mengenai efektivitasnya sebagai sarana

176
177
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prevensi maupun represi. Hal ini perlu disoroti, karena perihal pidana mati
mengenai perlu atau tidaknya diterapkan sebaiknya juga dilihat apakah
terpidana mati dapat memberikan pengaruh agar tujuan pemidanaan untuk
mengurangi kejahatan. Sehingga perlu dikemukakan kembali, perspektif
pidana mati dalam Pancasila.'”® Ketuhanan Yang Maha Esa, memimpin
cita-cita kenegaraan. Sebagai causa prima, pengakuan adanya keyakinan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hukum islam dikenal sebagai
gishos yang tidak bertentangan dengan agama islam, demikian pula pada
agama Kristen, baik Katholik maupun Protestan, membenarkan adanya
hukuman mati. Sila Perikemanusiaan, adalah sebagai sendi yang utama
untuk melaksanakan masyarakat sosialis Indonesia, sehingga pidana mati
dapat digunakan sebagai alat radikal, guna mencegah tindakan di luar
batas-batas perikemanusiaan demi terlaksananya cita-cita masyarakat
sosialisme Indonesia. Sila Kebangsaan. Tentang persatuan Indonesia,
ditegaskan bahwa, Tanah air kita adalah satu tanah air Indonesia adalah
satu yang tidak dapat dibagi-bagi yang bercorakkan Bhineka Tunggal Ika,
bersatu dalam berbagai suku bangsa yang batasnya ditentukan dalam
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Sila Kerakyatan
(Demokrasi). Kerakyatan menciptakan pemerintakan yang adil yang
dilakukan dengan rasa tanggung jawab, agar tersusun sebaik-baiknya
demokrasi Indonesia, yang mencakup demokrasi politik dan demokrasi

ekonomi, sehingga pidana mati tidak bertentangan dengan kerakyatan,

'8 Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. Op cit, him 69-77.
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pidana mati dalam KUHP bukan sebagai alat penindas demokrasi, dan
sebagai alat untuk mengubur diktatorial. Sila Keadilan Sosial. Adalah
keadilan yang merata dalam segala lapangan kehidupan, dibidang sosial,
kebudayaan, yang dapat dirasakan segenap bangsa Indonesia. Keadilan
sosial juga sebagai suatu sifat masyarakat adil dan makmur, berbahagia
untuk semua orang, tak ada penghinaan, penindasan dan penghisapan.
Pidana mati untuk Negara Indonesia masih dibutuhkan terhadap
pelaku kejahatan berat, pembunuhan berencana yang dilakukan secara
sadis, termasuk pelaku genosaida dan crime againt humanity, pengedar
narkotika, koroptor kelas kakap dan teroris. Hanya saja, memang tehnis
pelaksanaan eksekusi pidana mati itu yang perlu direvisi, sehingga
mengurangi rasa sakit terpidana, misalnya dengan menggunakan suntikan

yang tidak menyakitkan.'"®

B. PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF
Kebijakan formulasi tentang pidana mati dalatn hukum pidana formil,
diuraikan secara rinci sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 5 (PNPS) Tentang Wewenang Jaksa
Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman
hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan
perlengkapan sandang pangan. Pasal 1 2, undang-undang tersebut

mengancam pidana mati:

' Akhmati AH, Menguak Realitas Hukum. Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam
Bidang Hukum. (Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2008), him 80-81
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Barangsiapa melakukan tindak pidana sebagaimana termaksud
dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran Negara
Tahun 1955 No. 27), tindak pidana seperti termaksud dalam
Peraturan Pemberantasan Korupsi (Peraturan Penguasa Perang
Pusat No. Prt/Perpu/013/ 1958) dan tindak pidana yang termuat dalam
titel | dan Il Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
dengan mengetahui atau tidak patut harus menduga, bahwa tindak
pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program
pemerintah, yaitu: 1. Memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam
waktu sesingkat-singkatnya. 2. Menyelenggarakan keamanan rakyat
dan negara. 3. Melanjutkan perjuangan menentang imprealisme
ekonomi dan politik (Irian Barat); dihukum dengan hukuman pidana
penjara selama sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggitingginya
dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman
mati.

Undang-undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 Tentang Memperberat
Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi. Pasal 2, jika tindak
pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan di bidang
perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan
hukuman mati atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua
puluh tahun dan hukuman denda yang besamya 30 (tiga puluh) kali
jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut dalam

ayat (1).
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Pasal ini berarti delik ekonomi yang dilakukan dengan keadaan yang
memperberat pidana yaitu "dapat menimbulkan kekacauan di bidang
perekonomian dalam masyarakat’, dapat dipidana mati. Jadi,
penuntut umum maupun hakim harus dapat menunj ukkan adanya
keadaan itu dalam tuntutannya maupun dalam putusan hakim.
Undang-undang Nomor 31 tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok
Tenaga Atom, Pasal 23 mengandung ancaman pidana mati berbunyi:
"Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud
dalam Pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya lima
belas tahun dengan tidak dipecat, atau dipecat dari hak jabatan
tersebut dalam Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Yang
dimaksud Pasal 22 ialah membuka rahasi tenaga atom. Dalam hal
penjelasan Pasal 23 tersebut dikatakan bahwa karena hal ini
mengenai kepentingan negara, maka pelanggaran atasnya diancam
pidana berat,

Undang-undang Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963 Tentang
Pemberantasan Kegiatan Subversi. Pasal 13, mengandung ancaman
pidana mati: (1) Barangsiapa melakukan tindak pidana seperti yang
dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) 1, 2, 3, 4, dan ayat (2) dipidana
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara selama-lamanya dua puluh tahun penjara. Ayat (2)

Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan
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dalam Pasal 1 ayat (1) angka 5 dipidana mati, pidana seumur hidup
atau selamalamanya dua puluh tahun atau denda setinggi-

tingginya tiga puluh juta rupiah.

Undang-undang Nomor 12 (drt) Tahun 1951 tentang Perubakan
Ordonantie Tijdelijhe Bijzondere Starftbepalingen dan Undang-undang
RI terdahulu, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948, pada Pasal
1 ayat (1) mengandung ancaman pidana mati yaitu: "tanpa hak
memasukkan, mencoba memperoleh, menguasai senjata api, amunisi
dan bahan peledak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubakan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Tentang Perubakan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
ini menentukan tentang kumulasi sanksi pidana penjara dan denda,
baik secara maksimum maupun minimum. Adapun sanksi pidana
penjara paling singkat adalah 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit
Rp. 50,000.000 (lima puluh juta rupiah) terhadap orang yang memberi
atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri, perrlalsuan yang
dilakukan oleh pegawai negeri, maupun bagi tindak pidana korupsi
yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sanksi
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) bagi pegawai negeri

yang menerima hadiah karena jabatan, setiap orang yang
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menyalahgunakan kewenangan ataupun yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian
negara. Sanksi pidana mati dapat dijatuhkan dalam hal tindak pidana
korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, diartikan negara dalam
keadaan krisis ekonomi dan moneter, pada waktu negara dalam
keadaan bahaya, bencana alam nasional, atau pengulangan tindak
pidana korupsi.*®°

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
menentukan pidana pokok mati, seumur hidup, penjara, kurungan dan
denda.'® Di dalam undang-undang ini dikenal adanya pidana tunggal
denda untuk tindak pidana korporasi, pidana mati, alternatif pidana
seumur hidup. Kumulasi pidana penjara, kurungan dan denda.
Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang
ini mengklasifikasikan kejahatan golongan 1, 1l dan Il pada
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
Undang-undang ini juga menentukan pidana mati alternatif penjara
seumur hidup, maksimal sanksi denda senilai Rp 7.000.000.000
(tujuh milyar rupiah) untuk tindak pidana yang dilakukan oleh

korporasi, dan minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) terhadap

'80 pasal 2 ayat (2), Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

81 pasal 59 ayat (2), lika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
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penyidik, pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 dan Pasal 71, antara lain tidak melakukan penyegelan dan
pembuktian berita acara penyitaan, tidak memberi tahu atau
menyerahkan barang sitaan, tidak memusnahkan tanaman
narkotika yang ditemukan. Pasal 80 ayat (1) huruf a, Barang siapa
tanpa hak dan melawan hukum: memproduksi, mengolah,
mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika
Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); ayat
(2) huruf a, Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat
(1) huruf a didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); ayat (3) huruf
a, Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf
a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); Hal tersebut terlihat dari
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adanya jenis pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana kurungan, dan
pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga milyaran rupiah
yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia. Pasal 36 Setiap orangyang melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e®?
dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling
singkat 10 (sepuluh) tahun; Pasal 37, Setiap orangyang melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 9 huruf a, b, d, e,
atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling
singkat 10 (sepuluh) tahun; Pasal 41 Percobaan, permufakatan jahat,
atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang
sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,

Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40;

'82 pasal 8, Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah
setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau
memusnahkan selumh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok
agama, dengan cara: a. membunuh anggota kelompok; b. mengakibatkan penderitaan
fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; c. menciptakan kondisi
kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnakan setara fisik baik seluruh atau
sebagiannya; d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di
dalam kelompok; atau e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke
kelompok lain.
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Pasal 42 ayat (3), Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40;
Pasal-pasal ini menentukan sanksi pidana mati, pidana penjara
seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima)
tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun terhadap pelaku perbudakan
termasuk perdagangan manusia, khususnya perdaganganwanita dan
anak-anak, dan penyiksaan dengan sengaja dan melawan hukum
menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik
maupun mental terhadap seorang takanan atau seorang yang berada
di bawah pengawasan pidana penjara.

10. Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini menggantikan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme. Pidana denda hanya dikenakan dalam hal tindak
pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi
dan/atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap
korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.

1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).® Korporasi yang terlibat

'83 pasal 18 ayat (2) UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme.
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tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan
dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.'®*

Pengenaan pidana, berhubungan erat dengan kehidupan manusia,
terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga
bagi kehidupan manusia, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau
kebebasannya. Dalam teori hukum pidana, absolut atau pembalasan
didasarkan oleh tuntutan etis, sedangkan teori relatif berbasiskan pada
pertakanan tertib masyarakat, sedangkan teori gabungan merupakan suatu
kombinasi antara teori pembalasan dan teori relatif. Para yuris tentang
pidana mati, pada umumnya mendasarkan pada teori absolut atas
pembalasan, teori relatif dan teori gabungan, sebaliknya para Kriminolog
meragukan kebenaran pandangan yuridis tersebut.

Adapun pidana mati, dalam Rancangan Undang-ndang Hukum
Pidana (RUU KHUP) tahun 2008, menentukan pidana mati dalam Pasal 87
pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk
mengayomi masyarakat.’®®> Pasal 88 ayat (1) Pidana mati dilaksanakan
dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak. Ayat (2)
pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di
muka umum. ayat (3) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau

orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau

'8 pasal 18 ayat (3) UUo 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme.

'85 penjelasan Pasal 87 KUHP. "dalam ketentuan Pasal ini kembali ditekankan sifat
kekhususan pidana mati yaitu hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk
mengayomi masyarakat".
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orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Ayat (4) pidana mati baru dapat
dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.'%®

Pasal 89 ayat (1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan
masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika: a), reaksi masyarakat
terhadap terpidana tidak terlalu besar; b). terpidana mati menunjukkan rasa
menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki; c). kedudukan terpidana
dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d). ada alasan
yang, meringankan. Ayat (2) Jika terpidana selama masa percobaan
seabgaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan
yang terpuji, maka pidana man* dapat diubah menjadi pidana seumur hidup
atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ayat (3) Jika terpidana selama
masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan
untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa
Agung. Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak
dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan
diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup

dengan Keputusan Presiden.

'8 penjelasan Pasal 88 (1) KUHP. "Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak
terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling
manusiawi. Dalam hal dikemudian had terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada
dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan
pcrkembangan tersebut. Ayat (3) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil harus
ditunda sampai ia melahirkan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pidana mati
terhadap orang sakit jiwa ditangguhkan sampai orang yang bersangkutan sembuh dari
penyakitnya. Ayat (4) mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki
lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya batu dapat dilakukan setelah Presiden
menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan".
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BAB Il

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Indonesia termasuk Negara yang masih menganut pidana mati dalam
hukum positifhya. Terkait dengan penerapan pidana mati bertitik tolak
pidana mati sebagai sanksi pidana dengan melihat bahwa yang dituju
adalah suatu proyeksi mengenai efektivitasnya sebagai sarana prevensi
maupun represi. Hal ini perlu disoroti, karena perihal pidana mati
mengenai perlu atau tidaknya diterapkan sebaiknya juga dilihat apakah
terpidana mati dapat memberikan pengaruh agar tujuan pemidanaan
untuk mengurangi kejahatan. Sehingga perlu dikemukakan kembali,
perspektif pidana mati dalam Pancasila yang pada hakekatnya dari
kelima silanya membenarkan adanya pidana mati. Pidana mati untuk
Negara Indonesia masih dibutuhkan terhadap pelaku kejahatan berat,
pembunuhan berencana yang dilakukan secara sadis, termasuk pelaku
genosaida dan crime againt humanity, pengedar narkotika, koroptor
kelas kakap dan teroris. Hanya saja, memang teknis pelaksanaan
eksekusi pidana mati itu yang perlu direvisi, sehingga mengurangi rasa
sakit terpidana, misalnya dengan menggunakan suntikan yang tidak

menyakitkan.

. Di samping ada pengaturannya dalam KUHP tentang pidana mati juga

diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP

yang disebut hukum pidana khusus. Kedudukan undang-undang pidana
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khusus dalam sistem hukum pidana adalah merupakan pelengkap dari
hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP Kebijakan formulasi
tentang pidana mati dalam hukum pidana formil, antara lain dalam
Undang-undang Nomor 5 (PNPS) Tentang Wewenang Jaksa
Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman
hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan
perlengkapan sandang pangan; Undang-undang Nomor 21 (Prp) Tahun
1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana
Ekonomi; Undang-undang Nomor 31 tahun 1964 Tentang Ketentuan
Pokok Tenaga Atom; Undang-undang Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963
Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi; Undang-undang Nomor 12
(drt) Tahun 1951 tentang Perubakan Ordonantie Tijdelijhe Bijzondere
Starftbepalingen  dan  Undang-undang Rl terdahulu, yaitu
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948, pada Pasal 1 ayat (1)
mengandung ancaman pidana mati yaitu: "tanpa hak memasukkan,
mencoba memperoleh, menguasai senjata api, amunisi dan bahan
peledak; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubakan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika; Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Adapun pidana mati, dalam
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Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KHUP) tahun 2008,
menentukan pidana mati dalam Pasal 87 pidana mati secara alternatif

dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

B. SARAN

Dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pidana mati yang bersifat
khusus, maka disarankan agar Hakim hams mempertimbangkan secara
seksama segala hal yang menyangkut pribadi terpidana, keluarga dan
lingkungannya, mengenai manfaat dan keburukan yang akan timbul
dengan dijatuhkannya pidana mati tersebut, hendaknya dalam masa
penantian sebelum dilaksakannya pidana mati, yaitu saat nyawanya akan
direnggut, terpidana mati hams tetap dihormati hak hak asasinya, dengan

cara memperoleh pembinaan seperti layaknya narapidana lainnya.
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